
PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA 

93 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan. 

Berdasarkan dari hasil analisa dan pembahasaan yang telah dilakukan 

pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini 

adalah PG. Krebet Baru sudah melakukan perhitungan, penyetoran, 

pelaporan PPh Pasal 21 dengan tepat berdasarkan Undang-undang 

Perpajakan yang berlaku pada tahun  2016, khususnya PER-31/PJ/2012. 

Pelaporan yang digunakan oleh PG. Krebet Baru sudah menggunakan 

sistem online yaitu dengan menggunakan e-filling yang di buat oleh dirjen 

pajak agar memudahkan wajib pajak dalam melakukan pelaporan. 

Selain dari perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan perusahaan sudah 

sesuai dengan PER-31/PJ/2012 PG. Krebet Baru masih ada kendala 

mengenai pajak penghasilan karyawan dikarenakan adanya peraturan baru 

yaitu PER-16/PJ/2016. PG. Krebet Baru mengalami kendala dalam 

perhitungan PPh Pasal 21 yang terbaru dimana PTKP berubah wajib pajak 

menjadi Rp 54.000.000 dan sedangkan tangungan-tangungan menjadi Rp 

4.500.000 untuk menghadapi kendala ini maka PG. Krebet Baru dalam 

perhitungan PPh Pasal 21 menerapkam peraturan yang terbaru PER-

16/PJ/2016 dengan tujuan mendapatkan hasil yang benar apabila lebih bayar 

maka dikembalikan kepada karyawan. 
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B. Saran. 

Berdasarkan dengan kesimpulan yang telah dijabarkan diatas dan untuk 

peningkatan kepuasaan dari kedua belah pihak yaitu pihak perusahaan atau 

pun pihak karyawan, maka berikut ini saran yang akan diberikan untuk 

dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan PG. Krebet Baru adalah 

sebagai berikut: 

1. PG. Krebet Baru dalam melakukan keseluruhan perhitungan termasuk 

perhitungan PPh Pasal 21 dan pendataan pegawai lebih baik  

menggunakan sistem, seperti HRIS (Human Resource Information 

System). HRIS itu sendiri adalah aplikasi komputer yang diprogram 

dalam mengorganisir tata kelola dan tata laksana manajemen Sumber 

Daya Manusia yang berguna untuk mendukung proses pengambilan 

keputusan dengan menyediakan segala informasi yang dibutuhkan. Jika 

menggunakan sistem HRIS maka akan lebih cepat dan lebih efisien. 

Kerja dari sistem HRIS dapat secara otomatis dalam menampilkan hasil 

dari pendataan maupun perhitungan, sehingga perusahaan akan lebih 

dimudahkan.. 

2. PG. Krebet Baru di harapkan terus meningkatkan kinerjanya dengan 

mempertahankan kedisiplinannya dalam melakukan perhitungan PPh 

Pasal 21 yang sesuai dengan Undang-undang Perpajakan serta 

penyetoran dan pelaporan PPh 21 yang dilakukan tepat waktu. 

3. Adanya perkembangan Undang-undang diharapkan PG. Krebet Baru 

dapat selalu up to date dengan pembaharuan peraturan dan melakukan 

perhitungan PPh Pasal 21 untuk penyesuaian dengan PER-16/PJ/2016. 
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Mengingat perpajakan di Indonesia seringkali mengalami perubahan 

yang dimana tergantung dari situasi dan kondisi sehingga tidak akan 

terjadi kesalahan dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 dan 

keterlambatan penyetoran  yang nantinya akan menyebabkan kerugian 

bagi karywan, perusahaan ataupun Negara. 

4. Diharapkan PPh Pasal 21 yang terutang disampaikan atau 

diinformasikan kepada karyawan agar karyawan dapat mengetahui 

seberapa potongan PPh 21 yang telah dibayarkan. 

5. Pihak PG. Krebet Baru diharapkan memberikan sosialisasi mengenai 

PPh 21 kepada Wajib Pajak khususnya yang bertindak sebagai 

pemotong atau pemungut. Sehingga tidak terjadi kesalahaan dalam 

melakukan pengisian SPT yang dilakukan oleh Wajib Pajak. 
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